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Pengel olaan sampah terutama di negara-negara berkembang memiliki tantangan sendiri dalam
pelaksanaannya. Hal tersebut berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam pengel olaan sampah sendiri yaitu
pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan penanganan sampah dimulai dari tahap pemilahan
sampai dengan tahap pemrosesan akhir sampah. Pemrosesan akhir sampah sendiri tentu menjadi kegiatan
pengelolaan sampah yang sangat penting dan berperan besar untuk mengetahui apakah bentuk pengembalian
atau hasil pengembalian sampah yang dikembalikan ke media lingkungan dapat diproses dengan aman dan
tidak menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Pemrosesan akhir sampah di kota-kota besar tentu
memiliki permasalahan tersendiri dalam kegiatannya, termasuk Provinsi DK Jakarta sebagai 1bukota
negara, perlu diingat bahwatransisi adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah, termasuk dengan
pemrosesan akhir sampah yang dulunya hanya sebatas open dumping (pembuangan terbuka), menjadi
diproses dengan pengurugan di landfill atau dikenal dengan lahan urug terkendali tentu tidaklah mudah
dalam pelaksanaannya. Adanya permasal ahan-permasal ahan dalam pengel olaan sampah di wilayah Provins
DKI Jakarta sendiri mengharuskan Pemerintah Provinsi DK Jakarta melakukan kegiatan pengelolaan
sampah termasuk kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPST Bantargebang. Dalam hal ini membuat
penulisingin meneliti bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap
kegiatan pemrosesan akhir sampah wilayah Provinsi DK Jakarta, bagaimana Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta melakukan kegiatan pemrosesan akhir sampah dengan metode yang tidak menyebabkan pencemaran
lingkungan hidup, dan bagaimana peraturan perundang-undangan tentang persampahan mengatur mengenal
kegiatan pengel olaan sampah dan kegiatan pemrosesan akhir sampah secara spesifik, dan bagaimana
Pemerintah Provinsi DK Jakarta sejauh ini mel aksanakan kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPST
Bantargebang dan bagaimana pemrosesan akhir sampah yang dilakukan di sana dengan regulasi-regulasi
yang ada. Dalam menyusun penelitian skripsi ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yang dikenal
dengan bentuk penelitian yuridis normatif.

...... Solid waste management, especially in developing countries, has its own challengesin its
implementation. Thisisrelated to activitiesin solid waste management; waste reduction and waste handling.
Waste handling activities start from the waste sorting to the final waste processing. The final waste
processing itself is very significant in solid waste management activities and it plays amajor rolein
determining whether the results of final waste processing returned to environmental media can be processed
safely and will not cause any environmental pollutions. Final waste processing in large metropolitan areas,
including DK Jakarta Province as the capital of the country, it is necessary that there isatransition in solid
waste management, including the final waste processing which was previously implemented open dumping
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method, being processed by landfilling the waste or known as controlled landfill, and it also hasits own
challengesin its implementation. The following problems in solid waste management activities in DKI
Jakarta Province requires the responsible parties, mainly including the Local Government to execute solid
waste management activities at Bantargebang Integrated Waste Disposal. This topic is brought up to
examine the legal responsibility of the DKI Jakarta Provincial Government in final waste processing
activities, how the DKI Jakarta Provincial Government conducts final waste processing activities with
appropriate management methods that do not cause any environmental pollutions, and the compliance with
environmental law and regulations and specifically regulate solid waste management activities and final
waste processing activities in compliance with the existing regulations. A normative legal research method
is used to conduct the research.



